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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal

185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun1945;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4412);
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Menetapkan :

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kehutanan adalah  sistem  pengurusan yang
bersangkut paut dengan Hutan, Kawasan Hutan, dan
hasil Hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang
didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan.

3. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai Hutan Tetap.

4. Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah
yang tidak dibebani hak atas tanah.

5. Kawasan Hutan Negara adalah wilayah tertentu yang
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai Hutan Tetap yang berada pada
tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

6. Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah
yang dibebani hak atas tanah.

7. Hutan Adat adalah Hutan yang berada dalam wilayah
Masyarakat Hukum Adat.

8. Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri

khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok
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pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa
serta ekosistemnya.

Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang
mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem
penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,
mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah
intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang
mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang
mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan
yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan
Tetap.

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah
Kawasan Hutan Produksi yang secara ruang dapat
dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan
Kehutanan dan dapat dijadikan Hutan Produksi Tetap.
Hutan Tetap adalah Hutan yang dipertahankan
keberadaannya sebagai Kawasan Hutan yang terdiri
dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan
Produksi Tetap.

Kawasan Hutan Suaka Alam adalah Hutan dengan ciri
khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai
pengawetan keanekeragaman tumbuhan dan satwa
serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai
wilayah sistem penyangga kehidupan.

Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah Hutan
dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi
pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan,
pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan
satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya.

Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan
tujuan, penentuan kegiatan, dan perangkat yang
diperlukan dalam pengurusan Hutan lestari untuk
memberikan pedoman dan arah guna menjamin

tercapainya tujuan penyelenggaraan Kehutanan untuk
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sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang
berkeadilan dan berkelanjutan.

Sistem Informasi Kehutanan adalah kegiatan
pengelolaan data yang meliputi kegiatan
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta tata
caranya.

Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian
kegiatan Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Batas
Kawasan Hutan, pemetaan Kawasan Hutan, dan
Penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan untuk
memberikan kepastian hukum atas status, letak,
batas, dan luas Kawasan Hutan.

Penunjukan Kawasan Hutan adalah penetapan awal
peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai Kawasan
Hutan.

Penataan Batas Kawasan Hutan adalah kegiatan yang
meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas,
pengumuman, inventarisasi, dan penyelesaian hak-
hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran,
dan pemetaan, serta pembuatan berita acara tata
batas.

Penetapan Kawasan Hutan adalah suatu penegasan
tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan
luas suatu Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan
Tetap.

Trayek Batas adalah uraian arah Penataan Batas
Kawasan Hutan yang memuat jarak dan azimut dari
titik ke titik ukur dan di lapangan ditandai dengan
rintis batas dan patok batas atau tanda-tanda lainnya.
Penatagunaan Kawasan Hutan adalah rangkaian
kegiatan dalam rangka menetapkan fungsi dan
Penggunaan Kawasan Hutan.

Unit Pengelolaan Hutan adalah Kesatuan Pengelolaan
Hutan terkecil sesuai fungsi pokok  dan
peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien,
efektif, dan lestari.

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS
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adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu
kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya
yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung
bukit atau gunung yang berfungsi menampung air
yang berasal dari curah hujan, menyimpan, dan
mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.
Taman Buru adalah Kawasan Hutan yang ditetapkan
sebagai tempat wisata berburu.

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan adalah
perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan
Hutan.

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah perubahan
sebagian atau seluruh fungsi Hutan dalam satu atau
beberapa kelompok Hutan menjadi fungsi Kawasan
Hutan yang lain.

Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan
peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat
Dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi
bukan Kawasan Hutan.

Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan adalah
persetujuan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan
Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau
Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan
yang diterbitkan oleh Menteri.

Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas
sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa
mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan.
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah
persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan
Hutan wuntuk kepentingan pembangunan di luar
kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan
peruntukan Kawasan Hutan tersebut.

Penelitian Terpadu adalah penelitian yang dilakukan
oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi
dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) yang

dilakukan bersama-sama dengan pihak lain yang



